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BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR | TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, menyebutkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah diatur dengan Peraturan
Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi,
dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan
keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan
lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata
Ruahg Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional;
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bnhwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dacrah Tahun 2025-2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 (entang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupalen
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6870);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara
Republik Indonesta Tahun 2018 Nomor 2. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
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Peraturan  Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelakaannan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjulan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Talyun 2022 Nomor 180);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-
2029 (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2025

Nomor 19);

Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
scbagnimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
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28.
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. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5

Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 81);

Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-
2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor

93);

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor

08).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN

dan
BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBAN GUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Seruyan.

3. Bupati adalah Bupati Seruyan.

4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan.

6. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.

7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada,
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu
tertentu.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten
Seruyan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten
Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak
tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

t k¥ B #



10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Seruyan untuk periode
1 (satu) tahun.

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,
yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen
perencanaan perangkat daerah dilingkungan pemerintah
Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

14. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran
strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi
dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan
menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah
secara keseluruhan.

15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.

Pasal 2

(1) RPJMD dimaksudkan untuk menjabarkan Visi, Misi dan
Program Prioritas Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran,
Strategi, Arah Kebijakan pembangunan daerah dan
keuangan daerah, serta program Pembangunan daerah
dan program perangkat daerah yang disertai dengan
kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun.

(2) RPJMD bertujuan sebagai:

a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
Renstra PD.

1 him% B #*%
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Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.
Pedoman dalam pemantauan dan  evaluasi
pelaksanaan RPJMD.

Mewujudkan perencanaan Pembangunan daerah yang
sinergis dan terpadu  antara  perencanaan
Pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.
RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan
para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi
dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II
VISI DAN MISI

Pasal 3

(1) Visi RPJMD adalah “Terwujudnya Transformasi
Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan,
Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah Untuk Semua”.

(2) Misi RPJMD meliputi:

a.

b.

C.

Misi I: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan
Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul.
Misi II: Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya,
Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif.
Misi III: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan,
Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik.

Misi IV: Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan
Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana.

Misi V: Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya
Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan
dan Potensi Unggulan Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

(1) Penyusunan Dokumen RPJMD dilakukan dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH

BABIII : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

BABIV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

BABV : PENUTUP

(2) Sistematika Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud

pad_a ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan
fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan
Pembangunan daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi RPJMD.

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.

Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD dan Renstra
PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

DPRD melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
dan capaian RPJMD sesuai kewenangannya.

BABV
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunan
daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:

. bencana alam;

goncangan politik;

krisis ekonomi;

konflik sosial budaya;

gangguan keamanan;

pemekaran daerah; atau

perubahan kebijakan nasional.

R N =
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BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Pada saal Peraturan Dacrah ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023
Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, —memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR { TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

UMUM

RPJMD Kabupaten Seruyan merupakan dokumen perencanaan
Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk
memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku
pembangunan di Kabupaten Seruyan dalam menyelenggarakan
pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas
Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat
Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu S (lima) tahun yang
dlsusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD digunakan
sebagal pedoman penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan
penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029.

PASAL DEMI PASAL

¢

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

A



1.

i flt 4

\0\ JONON NVANIIS NILVdNIV HVIAVA NVIVENIT NVHVEINV.L

al

seppf dnyn)d
g [esed

seppldnyn)
L [esed

sepl dnyn)
g |esed




